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BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR ’i_ TAHUN 2017
TENTANG

NAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
NG GCOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
ISSWAl NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
ERUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

i RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Sehwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
P=abat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan
. ==kyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
. & Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang
- @usetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 26
Jahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu
@i zkukan penyempurnaan, sehingga perlu diubah dan
disesuaikan;

bahwa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana
c@imaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Supati tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negari dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Dzaerah Tingkat [I Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan
Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737 );
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5165 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
E tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

- 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
3 pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12 );

MEMUTUSKAN :

- = PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN

- -~ DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN / ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

=n Bupati ini yang dimaksud dengan:
galah Provinsi Jambi.
Kabupaten Bungo.

5 Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
se=ra pemerintahan daerah.

&=n Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Bungo.

zkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
= Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur
mesara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

i Megara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

| yang berwenang adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I
I
N
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2 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
BlEmbaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
=t dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

= adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
U5 dan Anggota Kepolisiana Negara Republik Indonesia

'l‘etap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat
awaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang

menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan Belanja Daerah.

hngeluaran atau dengan nama lain adalah pejabat yang
menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam
sanaan anggaran belanja di lingkungan satuan Kkerja

X ]

wdapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

&mas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas
dan luar daerah adalah perjalanan ke luar tempat
hﬁ perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya
=ngnyva S5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan

2 Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas
ebat yang Berwenang.

‘_‘Th 5 Tugas vang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah

% &i=san yang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk
@e=n pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

=h Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah
| atasan vang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk
=n pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

e Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah
m vang ditujukan kepada bawahan berisi perintah untuk
=n pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

n Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah
s dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat
uk melaksanakan perjalanan dinas.

1.

‘. edudukan adalah tempat/kota/ kantor/satuan kerja berada.

srtolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke

R R

Tmuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan

adalah penugasan sementara waktu.

= 2dalzah uang yang dibayarkan sekaligus.

22 Biaya Ruil...... S
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adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
wtuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat
g ndak dapat menjalankan tugas kedinasan sebagaimana
arena alasan sakit atau alasan lainnya berdasarkan peraturan

BAB II
ASAS UMUM

Pasal 2

&mas dilakukan untuk melakukan tugas yang sangat perlu
zan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan

selemggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pada masyarakat;

mana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tertentu
it kedinasan di luar tugas rutin sehari-hari di tempat
yang dilakukan di tempat yang dituju dilaksanakan oleh
ar=. Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan/atau
tetap;
. @unmas dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara hasil
225 baz kepentingan negara dan/atau daerah dibandingkan
gav= vang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan

- Pejabat di lingkungan SKPD yang akan melaksanakan
@mas harus mendapat izin / persetujuan tertulis dari Bupati.

Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
=n Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap atas izin /

v
» s =10

BAB. Il
TATA CARA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama
Dasar Perjalanan Dinas

Pasal 3

srasi perjalanan dinas dilakukan didasarkan pada:
rasal dari luar SKPD, yang berkenaan dengan pelaksanaan

mmt=h daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;
s atas rencana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

mnt=2h daerah dan/atau kepentingan negara/daerah;

gsung atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati untuk
2 fugas pemerintah daerah.
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Pasal 4

: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sekurang-
isanakan perjalanan dinas;

f=mpat tujuan perjalanan dinas;

srsonil yvang akan melaksanakan perjalanan dinas;

d’an diperoleh dengan melakukan perjalanan dinas;

2 yvang dibutuhkan dalam melaksanakan perjalanan dinas;

an vang dipergunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 5

dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke

mg dituju dan kembali ketempat kedudukan semula;

"2lanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

1an dinas yang dilakukan dalam hal :

g di luar tempat kedudukan;

=n untuk menempuh uyjian dinas/ujian jabatan yang diadakan

apat kedudukan;

=n menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

» seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang

ﬁ luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat

1 cokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan

swan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

emperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan

ste=rangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
=n tugas;

1 mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat

* mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat
pesawal negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
@an dinas;

»ut mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat
‘mezawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan
ss=khir ke kota tempat pemakaman; |

Bagian Kedua
Perintah Perjalanan Dinas
Pasal 6

an dinas dilakukan melalui SPT dan SPPD yang
ni oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana format pada
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perbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perhatikan hal-hal sebagai berikut :

& y=ang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan
wsmsuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;

=& perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang
= nzrus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 7

. &mas vang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, penerbitan
0 bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh :

gl Bupati;

Daerah atas nama Bupati; dan

Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat

n2 dimaksud pada huruf b berhalangan;

cmas vang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD,
@ 57T dan SPPD bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh :

L),

fe=tua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf

giangan; atau
DPRD yang ditunjuk Ketua DPRD, apabila pejabat

=na dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

 @nas vang dilakukan oleh Kepala SKPD, penerbitan SPT dan
s yang bersangkutan ditandatangani oleh : .

pfWakil Bupati;
=s Daerah atas nama Bupati; dan
Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat

g=imana dimaksud pada huruf b berhalangan;

man cinas vang dilakukan oleh pegawai negeri dan/atau pegawai
#t=n pada SKPD, penerbitan SPT dan SPPD bagi yang bersangkutan
Emgani oleh :
@li= SKPD; atau
mat setingkat di bawah Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama
SEPD. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a

ngan;
Pasal 8

" 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) juga berlaku

negeri yang berasal dari luar SKPD berkaitan dengan
program /kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD;

RETI22

pegawai negeri sipil;

(2) Penerbitan............. 8
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SPT dan SPPD bagi pegawai negeri sebagaimana dimaksud
g=t (1) huruf a dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis
@antor SKPD yang menjadi atasan pegawai negeri

a2l

yang

Pasal 9

perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri yang berasal
ansi vertikal dalam rangka kepentingan pemerintah daerah harus
"e=n perintah/persetujuan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati;

SPT dan SPPD bagi pegawal negeri sebagaimana dimaksud
141} ditetapkan oleh :

g=ris Daerah atas nama Bupati; dan

f imstansi vertikal yang bersangkutan; atau

s Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila pejabat
ana dimaksud pada huruf a berhalangan;
. SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

peroleh persetujuan tertulis dari Kepala instansi vertikal yang
san pejabat/pegawai negeri yang bersangkutan.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 10

pan dinas, terdiri :

man terdiri-dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
sportasi/bahan bakar minyak;

-
f‘l‘l":‘.- 3

s=re=sentasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD,
gabat Eselon II;

dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.

fan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
» d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas

- oriasi/bahan  bakar minyak dan biaya penginapan
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan
g=n biaya riil dengan batas tertinggi sesuai tabel;

el 1O

perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan
dapat diberikan 30% ( tiga puluh persen ) dari tarif
@ sesuai tabel biaya penginapan;

= a
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pan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak
gh=cap vang melakukan perjalanan dinas dalam daerah;

)an dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan dapat
Ly hari;

L& keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
» = selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
= menjemput/mengantar jenazah, terdiri :

@=n jenazah.
Pasal 11

= dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1),
lam 8 (delapan) tingkat, yaitu :

auk Bupati/Wakil Bupati;
Pamtuk Pimpinan DPRD;

- umtuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon IIA;
'untuk Pejabat Eselon 1IB;

© untuk Pejabat Eselon IIl dan Pejabat Fungsional Golongan

¥ untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan I1I;

+ & untuk Pegawai Negeri Sipil non Eselon Golongan III dan
» IV serta Pejabat Fungsional Golongan II;

= untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Calon
¢ Meseri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

@=nan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
7 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana
f==am pasal 11 ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut :

laman. sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
hsportam /Bahan bakar minyak, sebagaimana tercantum

paran I11;

Pemanapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 Beoresentasi dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana
v pada Lampiran V;
2 Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan
p:ngruktlan /pengurusan jenazah sebagaimana tercantum pada

n VI;

wgsional sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf e,huruf
g adalah pejabat yang menduduki jabatan fungsional yang

oleh Pejabat yang berwenang;

m=n-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

i w=nge fidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 12

=Nz dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang

perjalanan dinas.

war2 perjalanan dinas tidak tersedia pada anggaran SKPD

wan perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat
22 anggaran SKPD yang memiliki Program /Kegiatan.

Sava perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah tidak

siux tahun berjalan, maka Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris
2al dan Asisten Sekda dalam melakukan dinas untuk

Semerintah Daerah dapat menggunakan anggaran perjalanan
D lain.

shes=imana dimaksud pada ayat 3 ( tiga) juga berlaku bagi

m Patwal yang menyertai perjalanan dinas tersebut,

" =nan dinas yang mengikutsertakan/mengikuti istri bagi

&man/ Sekda.

me oSerwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
=~ ketersediaan dana untuk melaksanakan perjalanan

anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 13

S mpinan /Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai
=angz menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali
perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-

biaya transportasi pegawai, biaya penginapan, uang
» ¢an sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas
@imazaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c,

tasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas
c@imaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d;

wtasi pegawai/bahan bakar minyak, untuk perjalanan dinas
dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan uang harian
“iberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang
» yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di
 Bedudukan vang dilaksanakan lebih dari S (lima) hari efektif;

biava transportasi pegawai/keluarga, dan biaya penginapan
waknva 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan
uk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
af g dan h.



e

gertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
Es= angkutan umum melalui transportasi darat/laut/udara
SE=dudukan ke tempat tujuan serta kembali lagi ke tempat

= anzan dinas menggunakan kendaraan dinas, terhadap
. sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat
Siava transportasi diganti dengan biaya bahan bakar

Pasal 15

— pelaksanaan perjalanan dinas, maka Bupati/Wakil
m=n DPRD, Pejabat Eselon II dan pejabat Eselon III dapat
 wendaraan dinas sebagai alat transportasi beserta sopir.

s==nan dinas yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati,
= dan Sekretaris Daerah selain dapat menggunakan sopir
ssunakan ajudan.

dinas Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan
asus dari instansi vertikal.

fpegawai negeri sipil selain dimaksud pada ayat (1) dapat
am kendaraan dinas dan/atau sopir setelah mendapat
. t=rtulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala

mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)
pes=wal negeri sipil paling tinggi golongan II/d dan/atau
=& t=t=p. Yang diangkat dengan tugas sebagai sopir.

Pasal 16

Siava penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas

W“'F— LS
genalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya
: g jam
mut benvak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan

= 2 ‘dual hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan
p =l harus berpindah ke alat angkutan lain;

manya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh

srobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan
mh sakit;

amanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai
g=n tugas detasering;

f. selama-lamanya.... 12
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a-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang
subahan detasering menjadi penugas pindahan;
a-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan
2-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal
=5 tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/
“wumah yvang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang
z==1 saat melaksanakan perjalanan dinas;
=2manya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat
~pegawal yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat
=n almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

-

. perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
wan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh
r= ‘pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang
w=: dengan tingkat biaya penginapan/hotel yang telah
| masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
ang-kurangnya 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud pada
Suruf a adalah keseluruhan waktu yang digunakan untuk
= &inas termasuk pergi dan pulang.

dinas yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam,
¢ Siava perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam
==n dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

R

ﬂksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang
: peserta dengan biaya setoran/kontribusi kepada pihak
r=2 kegiatan, dimana biaya penginapan dan biaya konsumsi
wes=tan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan, maka

menzpan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang
@Serikan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari hari efektif
" ;» Pasal 17

Fl]alanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas
=n dengan menggunakan uang persediaan bendahara
=r=n dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

peralanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
cinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas
sarkan setelah perjalanan dinas selesai.

"zlanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaiman dimaksud
h)at dibavar dengan menggunakan uang persediaan bendahara
=n dan/atau bendahara pengeluaran pembantu serta dapat
» dengan mekanisme LS apabila perhitungan biaya perjalanan
mk 1 (satu) orang atau lebih di atas Rp. 5.000.000,- ( lima juta

(4) Pembayaran........... 13
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ran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
t dengan SPPD rampung dan bukti pendukung lengkap.

Pasal 18

m 2zl jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah
g=ng ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat

sumbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
#miasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan
ot bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai negeri

RIla

» uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
1 dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
ngkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
gruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.

i
-

sumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain

=bih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
Suruf ¢, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan
tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi,
= wendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan
== kesalahan/kelalaian pejabat /pegawai negeri bersangkutan.

}umlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari
st=apkan dalam SPPD, maka pejabat/pegawai negeri yang
an wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya

uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang
ErEmanva.

penvetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan,
=sentasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana

W8 pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana
‘@zlam Pasal 16 ayat (1) huruf f.

 pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir tahun
@ Derkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka

n» biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran
dengan ketentuan :

‘e alanan dinas dimaksud maksimum 7 (tujuh ) hari;
‘ persediaan yvang dikelola oleh bendahara pengeluaran dan/atau
a2 pengeluaran pembantu tersedia.
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BAB V
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

wmesirasi dan Perhitungan Lamanya Perjalanan Dinas

Pasal 19

=n dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan
s, Dentuk dan tata cara pengisian SPT, SPPD, serta besarnya

cinas berpedoman kepada Lampiran sebagai bagian yang
== cengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

&imas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan
¢ vang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum
w=n [ sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

ams Derwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk
@mas vang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia
Br satuan kerja berkenaan.

peralanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang pada
s¢ sama dengan maksud dan tujuan yang sama, maka SPPD
= mama 1 (satu) orang dan nama yang lainnya dicantumkan

pengikut.

Serwenang dalam penerbitan SPPD, sekaligus menetapkan
ot vang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan
= @ =mas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan dinas

Pasal 21

pnlah hari perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD bekaitan
"2 2nan luar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas
gn cmambah jumlah hari selama dalam perjalanan pergi-pulang.

ol sumlizh hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
PEskukan sebagai berikut :

han efektif kegiatan di ibukota provinsi atau di ibukota
sie=m kota dalam wilayah provinsi Jambi selama 1 (satu) hari,
- lamanya perjalanan dinas dalam SPT dan SPPD maksimal

B 3 (tiga) hari.

Regiatan luar daerah di luar wilayah provinsi Jambi selama 1
Ban . maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam SPT
SPPD berjumlah 3 (tiga) hari dan dapat ditambah 1 (satu) hari

Bagian Kedua.......... 15
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Bagian Kedua

Pengisian dan Perhitungan Rampung SPPD
Pasal 22

c=n zlat pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
© sswurang-kurangnya rangkap 2 (dua)

. Wang
. 5

dan ditandatangani
berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam
et ini, dengan ketentuan:

' @izunakan untuk bahan pertanggungjawaban keuangan
= pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

» SFPD dipergunakan sebagai bahan administrasi/arsip bagi
=0 vang melaksanakan fungsi pengawasan.

terdapat pada SPT dan SPPD tidak boleh ada
= seienisnya atau tulisan lain yang tidak diperlukan.

@= perubahan tulisan pada SPT dan atau SPPD dilakukan

cuz pada tulisan yang diubah dan kembali ditulis yang
g8 ésbubuhi paraf dari pejabat yang memberi perintah.

-na! diluar ketentuan yang diatur pada ayat (2), ayat (3), dan
= atas penerbitan SPT dan SPPD tersebut tidak dapat

=mbavaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
pati ini.

Pasal 23

s mencantumkan :
hnmgkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal dengan
» ss=mpel dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
©ha dan tanggal berangkat dari tempat-tempat yang
= cengan dibubuhi stempel dan tanda tangan pejabat terkait
: £ yang dikunjungi.
# =5a kembali ditempat kedudukan dibubuhi stempel dan tanda
m=abat berwenang.

pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada
b antara lain:

1
“vi

angnya pejabat struktur instansi pemerintah ditingkat
mnsi atau kabupaten/kota yang dikunjungi.

Ihit Pelaksana Teknis Dinas, Camat dan atau Sekretariat

i0/Sekretaris Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan instansi
=h yang berada di lingkungan Kabupaten Bungo.

g Berwenang pada lembaga lainnya di luar instansi pemerintah.
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BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 24

sgawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan
: p:tanggun.awaban biaya.

Pasal 25

pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
2 SPT, SPPD beserta bukti pengeluaran riil.

Pasal 26

Kepa]a SKPD yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban
12an Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-

vang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas
Illtuk hal-hal yang mempunyai prlorltas tinggi dan penting serta

:2n penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang,
a perjalanan dinas.

A ' yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas
®# untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta

miakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang,
2 perjalanan dinas.

@t yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan
Bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh
. fasrah sebagal akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan
Bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas

- kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud
. 13) dapat dikenakan tindakan berupa:

n ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

2an  administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut
mtuan vang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Bupati/Wakil Bupati secara bersama-sama berhalangan, maka

angan dinas dan manfaat yang akan diperoleh, maka Sekretaris
nama Bupati dapat member perintah/persetujuan tertulis
pe= pelaksanaan perjalanan dinas.



Y-

Pasal 28

Mghernatan anggaran, sedapat mungkin tidak melakukan

apablla sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan
ma komunikasi.

Pasal 29

: vakni dalam rangka efisiensi dan/atau ketepatan waktu

sam=an  suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang
=mntah perjalanan dinas berikutnya kepada pejabat negara,

= DPRD, pegawai negeri dan /atau pegawai tidak tetap yang
an perjalanan dinas, dengan kriteria sebagai berikut :

twuan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan
mva;

sanaan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan
smvz meskipun pada tempat tujuan yang sama.

Pasal 30

&t vang melaksanakan perjalanan dinas tetap memiliki hak-
- fasmilitas -fasilitas yang diperoleh berhubungan dengan
s=suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

=tentuan  dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk
“mas yvang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 31

. &=l perjalanan  dinas = Bupati/Wakil = Bupati/Pimpinan
wetaris Daerah  yang undangannya  mengikutsertakan
capat dibiayai setara dengan biaya perjalanan dinas pejabat

2 peralanan dinas yang dalam perintahnya mengikutsertakan
z=an. organisasi masyarakat, organisasi sosial lainnya bukan
-gn sipil dan bukan pegawai tidak tetap dapat dibiayai
gmdapat persetujuan dari Bupati.

gmaanan dinas dimaksud pada ayat (2) dibayar setara dengan
gem=lanan dinas golongan 1.

Pasal 32

man dinas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
. berpedoman pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

BABVIII............. 18
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

=n Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pegawai Negeri, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan
. @an Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
=2 Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 28)
» diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016
sn=n Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang
tanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga
. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah
2o Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak

Pasal 34

© ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

we mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
» penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
o __pada tanggal w of, = 017

‘ VAR NGO R SEKDA KAZ, BUNeD |
{ 5, UNGO <2
- 1ETPRISPS ‘ !

.gj’ﬁﬁowms, UL

H-MASHURI

fe=n di Muara Bungo
” 0% - ] 2017

IS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

§ DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR B |

TELAN DITEUT SESUAI KETENTUAN

REEAITI 8LEH } KASUBBAG PUU_
BABSS AONINISTRAL! ‘@
e e P

n KABAG HUKUM
'f\/




2LANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
SGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
Al TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh

N %
"K\KL\"

BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2017
MEMERINTAHKAN:

= 1. Nama e
DN F 301 | vcovsiniiinesnesiobinbaniessnibhsssniin

NIP - SRt B RRND AL SRETR S ELYFTS SSRIEER 5 1T
Jabatan e

2. Nama R T SR S U6 T £ RS
Pangkat/Gol:......ocoooviiiiiiiiii

NIP T N T TTTII T IR F T Pr I
Jabatan R

..............................................................

...............................................................

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,

NAMA



1 Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Wakil

BUPATI BUNGO

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ {SPT{2017
MEMERINTAHKAN

: 1. Nama e e e S $ S 7§ ST YRR S
Panplealb /1081 .. i esirisiisiisassppesrresspsrsrimey
NIP e TR s e
Jabatan N P
2. Nama - e WU Y UL
F PRng it/ Gel ..ocrmermmmmssssmanmensmssns s
NIP s U
Jabatan G GUANRAE 38 5E S R RS A s s s s e L DR

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA



® 2tas nama Bupati

i PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

[ SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ J8PT 2017
MEMERINTAHKAN:

: 1. Nama I N
2 ET A b PR ———
NIP S w6338 3 BB HEEREAD
Jabatan e T T TTTTITTIY. PO
2. Nama U
. panipleat f OOR |, o copsueiviiiasssiiivii insassiassionns
NIP 8 e R R lhitis 855
Jabatan AR —————

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

......................................

Sentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Sekretaris

PANGKAT
NIP.




“ontoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Asisten
=kretaris Daerah atas nama Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2017
MEMERINTAHKAN:

1. Nama s R O S S T T  § B

Pangieatf Gob yveiss e sassrenressesnssnvsssans

NIP b 3 5hih i i h i bbb Abs biia et e ba oy

Jabatan § Grcoen e ol e e W s S e Bt f SR

2. Nama b Bl it b e i e s S

Sl B e ey ST VRS

s NIP SR S TN TR

Jabatan L e T s

- T OO —

et i i e e
B DB s svvres vvonms vnsws s #5555 085 55 8 5555 058 78 Sn SRR

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN .cccovviiinnnnnns s

......................................

PANGKAT
NIP.




£ Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala

SKPD atas nama Bupati

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

ceve.. (nama SKPD)

Jalan .............. Nomor ............. (Kode PoS) w.ovvvvviniiennnn.
Telepon. (0747) . usavussinios Fax (O747) cvovsvses sosss

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ [SPT /2017
MEMERINTAHKAN:

. Nama R
Li=53 15 oA L € (o | R U ——
NIP (RPN LT
Jabatan - OO

. Nama B ot SR B oa s s e
PanglRat/ Gol: .0 seesassasssnissasssnavesivvspssass
NIP Tt R TN
Jabatan O NSNS § pe SRR R S L hen weine

...............................................................
...............................................................

...............................................................

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPALA ... (nama SKPD),

......................................

PANGKAT
NIP.




. SKPD

| PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

cee.... (nama SKPD)

Jalan .............. Nomor ............. {(Kode Pos) s s sosmenns
Telepon. (0747) ..ussssisssins Fax (0747) .....ocsiivi

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2017
MEMERINTAHKAN:

. Nama B o o 45 S RCTETI 8 NS R
Pangkat/ Goli .. ...arsmmmsmmnaisamaspmis
NIP R e P ——
Jabatan Iy T W
2. Nama b Genan s pmamie S——————
4 Fimgioat MHal ssemmmmpssmstvvimmsisssasis
NIP S RETTEE RE PRt els s
Jabatan it et mie i e TR R RS SRR

pada tanggal

Contoh Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala

Ditetapkan di Muara Bungo

KEPALA ... (nama SKPD),

......................................

PANGKAT
NIP.




Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Pejabat

nama Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

ceeee.. (nama SKPD)

Jalan ... NOMOT .o vecwmsnins (Kode: POS) 1ssu sssssms wviin
Telepon (0747) ..o v Fax (OTAT7) . siwssis wennivs

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 090/ /SPT/2017
MEMERINTAHKAN:

. Nama T E S ——
Partiitat O81 .o resmmmmmssmssmsimsosissnmibinngins
NIP s H ety s A s PO
Jabatan B o s MR TR A5 a5 G B0 hh e benie i BB

. Nama R L T ——————
Panglat U0l . emmsmesrymsisiasitsgmmmsmmmons
NIP 8 i TR S bAAR S R
Jabatan B T & B A Lt s st TSNS B S5 SG R

...............................................................
...............................................................

...............................................................

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal '

a.n. KEPALA ... (nama SKPD)
...... (nama JABATAN),

......................................

PANGKAT
NIP.




oleh Bupati (halaman depan)

BUPATI

. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani

BUNGO

Lembar Ke: .ovvivviiiiiiiiiiiiiiinrinnnns
Kode No
Nomor

.................................

.................................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

_ Pejabat yang memberi perintah

Bupati Bungo

Nzama Pegawai yang diperintah

® =2 Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997

. B Jabatan

¢ Tingkat menurut peraturan
perjalanan

A, Mzksud Perjalanan Dinas

. &lat angkut yang dipergunakan -

2 Tempat berangkat
‘& Tempat tujuan

2 Lamanya Perjalanan Dinas
' & Tanggal berangkat
& Tanggal harus kembali

Pembebanan Anggaran
& Instansi

Mata Anggaran

Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

BUPATI BUNGO,



Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Bupati (halaman belakang)

C1oipe il - R P ———
Berangkat dari

_ [tempat Bed Ut Ban) § sueemsmomsessmsinsiimsi
FRRatEmEmal $z 0 asssmscssssssescssmes
Ke - ——

Tiba di
Pada tanggal
Kepala

.....................................

.....................................

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

................................

.................................

.................................

» Tiba di
~ Pada tanggal
| Kepala

.....................................

.....................................

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

.................................

.................................

.................................

T di

....................................

....................................

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

.................................

.................................

.................................

Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal i
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BUPATI BUNGO,

NAMA

DATATAN LAIN-LAIN

TIAN

pat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan

para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara

pelua bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan
a apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



h Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
Wakil Bupati (halaman depan)

BUPATI BUNGO

Lembar Ke: .ooovviiiiiiiiiiiininn,
Kode NO & coviiriirersnmesmnsssssssvsnesns
Nomor ~ R ——————

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SP P D)

‘B=a=bat yang memberi perintah Bupati Bungo

ma Pegawai yang diperintah

& Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
& Jabatan

‘1‘ Tingkat menurut peraturan

sud Perjalanan Dinas

2t angkut yang dipergunakan

Tempat berangkat
B Tempat tujuan

Lamanya Perjalanan Dinas

2 Tanggal berangkat
£ Tanggal harus kembali

| -
et Do,
, T
Pembebanan Anggaran
L Instansi
& Mata Anggaran

. Eeterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA



woh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
=n Wakil Bupatl (halaman belakang)

SEPL NG 1 sssseseesmvsbmesenemmmon
Berangkat dari

(EmapEE WEAUEIURET] snsiicsmmmtnmarnmumss
Pada tan@Bal 3= cesmmmmmmssmnssiss
Ke R

P tanggal
il =35 §

...................................

......................................

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

.................................

.................................

.................................

tanggal

......................................

......................................

Berangkat dari
Ke

Pada tanggal
Kepala

--------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

......................................

......................................

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal

................................

.................................

Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal .
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas
perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

WAKIL BUPATI BUNGO,

NAMA

FETAN LAIN-LAIN

I‘l'!AN

& yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara
suaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan
= apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



Cantoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
mieh Sckretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)

i PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar ke: oo,
Kode NO 1 .iviiiivimenmpnmssnminsasosans
Nomor o WA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SP P D)

. Pesabat yang memberi perintah Bupati Bungo

B Mama Pegawai yang diperintah

| & Pangkat dan golongan menurut
B PP No. 6 Tahun 1997

& Jabatan

S Tingkat menurut peraturan

i perjalanan

. Mi=ksud Perjalanan Dinas

#l=t angkut yang dipergunakan

Tempat berangkat
Bl Tempat tujuan

. & Lamanya Perjalanan Dinas
‘& Tanggal berangkat
& Tanggal harus kembali

Nngl‘kut 5

..................

. Pembebanan Anggaran
& Instansi

& Mata Anggaran

l Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

PANGKAT
NIP.




B Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
ESekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman belaxang)

SPPD No
Berangkat dari
HERIPat KedRdUKRn) . .............ccocvvvereenennenn.
Pada tanggal . .
Ke

.................................

L S Berangkal wlarl 1 cuvosnowesuiassrisess
e t=ngoal R 1 - - U ——
Pada tanggal ST S P
Kepala

& BRI et s sdoisvsavsinsnnanssnny Berangkat dari ...,

= t=nggal B 5w s wm w5343 Ke N 1T TTTITTITION

‘ Pada tanggal B o0s 1o oo eva st sesL e e b S
Kepala

Berangkat dari

B e i e s s o s s 4 T ——
Pada tanggal
450> 1 | R
V. Tiba kembali di :

Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,

......................................

PANGKAT
NIP

yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba
lara Pengelusran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-

kez:a::ga:‘. negara a"‘ab ia negara '“e"‘::a’ {an T‘;g‘ cibat




1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati (halaman depan)

jumparie $ootl |

r N PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

%8  SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. M. Thaher Nomor 503 Rimbo Tengah (37214) Muara Bungo
Telepon (0747) 21511 Fax (0747) 21510

Lembar Ke: cioiiiiviiiiiieieairsriineninns
Kode NO & cviiiiee i
Nomor .

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPP D)

1. Pejabat yang memberi perintah Bupati Bungo

2. Nama Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan golongan menurut
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peraturan
perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang dipergunakan

5. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

a. Lamanya Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

[ 3}

. Pengikut

0

Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ASISTEN.....

PANGKAT
NIP.




- ﬂ-.

wilULaLJLL il

uk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ¢

,..,-,.
il alil

olch Asisten Sekretarns Daerah atas nama Bupati (halaman ::LA— 1g)
e B el S e N
Berangkat dari
(tempat kedudukan): ...........ocoevviiiinnnn.
Pada tanggal .
BT T T} ssremessmssasasinsesasass
B o s vavasinunnsnons Bernpmicelt UL § suororereis
Bda tanggal ., Ke
Eepala Pads BBl = 1 .niissiiisiimmiainssns
Kepala
.~ sy Berangkal darl  § sssssssinmememmmmmevmmormmmn
Pada tanggal : ... BB = ermeemaremoenneniudtin
Eepala Pada tanggal ...
Kepala
Ebadi @000 Berangkat dart | ..oooonnsrinenmsmpssansis
A tangeal L, 2
Srpala Padlea Balgeal | fsiisiissiiisiiciisnpesess
Kepala

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.
a.n. BUPATI BUNGO
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.
ABIBTEN o 5
PANGKAT
NIP
EETATAN LAIN-LAIN
EERHATIAN
@bat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
En=lanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba
iert= Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-



£ Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Kepala SKPD atas nama Bupati (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

.evee.. (nama SKPD)

114 T2 7o SRR NOMOT . wssssmsms 25 (Kod€ POoS) «suses sinmses swuwns
Telepon (0747) coivireeions Fax (0747) o o onvenn
Lembar Kel wormmavman s ssvasess
Kode NO & i
Nomor R P Y PP PRTPrEv e

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

Pejabat yang memberi perintah | Bupati Bungo

Nama Pegawai yang diperintah

2 2. Pangkat dan golongan
menurut
PP No. 6 Tahun 1997
5. Jabatan
¢ Tingkat menurut peraturan
perjalanan

= Maksud Perjalanan Dinas

~ &lat angkut yang dipergunakan

Tempat berangkat
. Tempat tujuan

po

. Lamanya Perjalanan Dinas
Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali

oo

Pengikut

. "=mbebanan Anggaran
i@ Instansi

, Mata Anggaran

88 Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. BUPATI BUNGO
KEPAIA ..... (nama SKPD)




SPPD No

Berangkat dari
(tempat kedudukan):

Pada tanggal

Conton bentux Surat Fenntanh Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Kepala SKPD atas nama Bupati (halaman belakang])

.................................

Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa

perjalanan

tersebut

WEFC T B epmpysprtsiosseearssassmrereies
B T T I aveiresanarrrmrs BErEne val QBN 1 sveversusnsssmsrmspmsamnes
Pada tanggal ... Ee 5 cceemersessessessrsesssa
Kepala Pads tabgBal | .....coonmimaiiisesniniii
Kepala
T e Berangkat dari @ ......cocoeviiiiiiiiinnn.
Pada tanggal KE b dissniiiamssmmm
Bepala @ ... Pada fanggal i .cccsmmmmvenminsnss
Kepala
Ebadi @000 ., Derangleat daFl ¢ s sssmessaomesin o
Pada tanggal @ BE = b oiaissssesiessasmserssersness
E=pala Pada tanggal ! covivonivrssmsimsisnsses
Kepala
V. Tiba kembali di :

di atas benar

dilakukan atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya.

a.n.

BUPATI BUNGO

KEPALA... (Nama SKPD),

.........

.............................

PANGKAT

NIP

ETATAN LAIN-LAIN

RHATIAN

gabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
palanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba

s | 1ahara o=l a 1 =1 1 - - N

g2 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-
keuangan negara apabila negara mendapatkan rug akibat
kealpaannya



1. Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Kepala SKPD (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

... Inama SKPD)

Jalan .............. Nomor ............. (Kode POS) ;uvvummsms musmsess
delepon (U787) ..coovivivnies Fax (0747) ..ccvenenne.
Lembar ke: ....ooovviiiiiiiin,
WOLE N & st
Nomor R

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SP P D)

. Pejabat yang memberi perintah | Kepala... (Nama SKPD)

~ Nama Pegawal yang diperintah

(3]

2 Pangkat dan golongan
menurut
PP No. 6 Tahun 1997
5. Jabatan
¢ Tingkat menurut peraturan
perjalanan

& M=zaksud Perjalanan Dinas

# 2t angkut yang dipergunakan

2 Tempat berangkat
& Tempat tujuan

" =2 Lamanya Perjalanan Dinas
. Tanggal berangkat
Tanggal harus kembali

-

e 2
- T

i Pembebanan Anggaran
2 Instansi

& Mata Anggaran
Keterangan lain-lain

™

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

KEPALA ..... (nama SKPD)




SPPD No
Berangkat dari

(tempat kedudukan):

Pada tanggal

Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
olech Kepala SKPD (halaman belakang)

Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

W - Lo ssseassessi
Tiba di Berangicat BT | .o siedisiisensinnisniibiio
C T | R S -
Kepala Pada tanggal ...
.................................. Kepala
Hiba di Berangkat dari ...,
A tanggal . KB = § osesmmsmommssassessans
P PR Pada tanggal ...
Kepala
Badi @ Beramghkal dail | ...coisiiimsaiioesio
ENERAL s aesmessserssamsseiman s Y T IIT T ——
Bepala Pada tanggal ...
Kepala
V. Tiba kembali di :

KEPALA... (Nama SKPD),

.......

...............................

PANGKAT

NIP

=L ATAN LAIN-LAIN

EREHATIAN

-
=3

Eipaannya.

t yang berwenang

menerbitkan SPPD, pegawai
s=zlanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
paczhara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
Bu=ngan negara apabila negara mendapatkan

rugi

yang melakukan

akibat kesalahan,



siefe LAUTIIULL DROUUR oEal Uil rUjadaiiall vilias (orryu) yang diuandatangarni
oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman depan)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

... (N SKPD)

galan ... Nomor «...couviens (Kode Pos)

......... Fax (0747) coooveee...

Lembar Ke: oovviiiiiiiiiiiiiiiinnninn.
Kode No
Nomor

................................

................................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

-

. Pejabat yang memberi perintah

Kepala... (Nama SKPD)

-~ Nama Pegawai yang diperintah

~ =  Pangkat dan  golongan
menurut
PP No. 6 Tahun 1997
2 Jabatan
¢ Tingkat menurut peraturan
perjalanan

i Ml=ksud Perjalanan Dinas

= s angkut yang dipergunakan

2 Tempat berangkat
R Tempat tujuan

. & Lamanya Perjalanan Dinas
& Tanggal berangkat
= Tanggal harus kembali

gikut

=

Embebanan Anggaran
. Instansi

Mata Anggaran

Keterangan lain-lain

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal

a.n. KEPALA ..... (nama SKPD)
..... (nama JABATAN)

e A N A



Contoh Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani
oleh Pejabat atas nama Kepala SKPD (halaman belakang)

SPPD No

Berangkat dari
(tempat kedudukan):
Pada tanggal

................................

................................

.................................

BT . Bimesmeseouiiiisiiasias
Tiba di B s s s nsansranyssnsnnnss Perann Bt 8] T casecnisiimmmnayrs
Pada tanggal S cus dd ks sdFe LT B Boisscessemsasierreseaesig
Kepala Pada tanggal ...
Kepala
iba di § evmeanmoy y g1 s pphiiabisia thiaise Betanigkal dall  § ssossmmmmammmensiionngi
Pada tanggal ¥ ssmepes:rs ErrveSmas R 1 g . -
Eepala Pada tanggal 1§ csseesmsmammmmsnversrsanss
Kepala
Tba di ! i s AR Bomarinlab gdull 1 sscasssempmssyonni
Pada tanggal § 45058 ARSI s - D ———————
Bepala PRGBS IR  § ssmmmimmmmmosypsassss
Kepala
V. Tiba kembali di :

Pada tanggal

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut di atas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

a.n. KEPALA... (Nama SKPD),
..... (nama JABATAN)

......................................

PANGKAT
NIP

IEATAN LAIN-LAIN

yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
anan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
hara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan
negara apabila negara mendapatkan rugi akibat kesalahan,



a
=ngkat/Golongan
batan

ggal :

ksud Perjalanan Dina

. Contoh Bentuk Rincian Biaya Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALAN DINAS

..............................................

BNeRTE SPPLY TIOBEOT | soroorveni o ioiiinions sopnss nvevuusadys ysiRibhs oo srppntiss K18 iy i

...........................

Rincian Biaya

Jumlah

Keterangan

Jumlah

...................................

Muara Bungo,

Telah menerima jumlah uang sebesar

a BB s

........................

Yang menerima,

....................

.....................

semula
Sisa kurang/lebih

Ditetapkan sejumlah
Yag telah  dibayar

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

E B socommmausisnpymmmisieg
L - - MR R———
) - R R

Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang

ditunjuk

.............................




SN o

bil

e Tl

ERAN BUPATI BUNGO
R 4 TAHUN 2017

JAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

8 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK

I LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

UANG HARIAN

(dalam rupiah)

Uraian

Tin

gkatan Uang Harian

Gol A Gol B Gol C GolD | GolE | GolF | GolG | GolH |K¢t

PROVINSI -
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
era Utara 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
Riau 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
== Barat 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
clatan | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
—itung | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
- 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
B Jei=ra 1.200.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 |400.000
N 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
—— 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
- 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
i 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
’a 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
wwe- Barat | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
—em Tengah | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
s Selatan | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
se== Timur | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
- Utara | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
§ Utara 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
enggara | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 500 000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 |300.000
1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
71200.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 600.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 |400.000
| 1.150.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 550.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 |350.000
| 1.100.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |250.000
350.000 | 325.000 | 300.000 | 200,000 | 150.000 | 120.000 | 110.000 [100.000

BUPATI BUNGO,

HURI
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INTANG

BMOR 1

MPIRAN 1V :
RATURAN BUPATI BUNGO

TAHUN 2017

NEGERI

BIAYA PENGINAPAN

"ENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

(dalam rupiah)

Tingkatan Biaya Penginapan Ket
Gol A Gol B Gol C Gol D Gol E Gol F Gol G Gol H
4.420.000 | 3.750.000 | 1.510.000 | 1.120.000 | 1.080.000 | 410.000 | 330.000 | 250.000
4.960.000 | 4.000.000 | 1.370.000 940.000 700.000 { 500.000 | 370.000 | 250.000
3.810.000 | 3.000.000 | 1.330.000 900.000 860.000 | 450.000 | 340.000 | 245.000
Riau 4.270.000 | 3.750.000 | 1.400.000 910.000 650.000 | 500.000 | 360.000 | 230.000
5= Sarat 4.240.000 | 3.500.000 | 1.380.000 | 1.010.000 880.000 | 470.000 | 370.000 | 275.000
@ Selatan 4.680.000 | 3.750.000 | 1.360.000 900.000 600.000 | 510.000 | 380.000 | 250.000
3.960.000 | 3.000.000 | 1.430.000 960.000 790.000 | 1370.000 | 310.000 | 260.000
1.300.000 | 1.250.000 | 1.040.000 720.000 700.000 | 590.000 [ 400.000 | 225.000
3.330.000 | 2.750.000 | 1.390.000 870.000 850.000 | 530.000 | 370.000 | 210.000
3.800.000 | 3.000.000 { 1.570.000 | 1.110.000 | 1.020.000 | 790.000 | 530.000 | 280.000
3.660.000 { 3.000.000 | 1.780.000 { 1.210.000 940.000 | 510.000 | 400.000 | 300.000
5.000.000 | 4.000.000 | 1.340.000 | 1.020.000 800.000 | 610.000 | 480.000 | 355.000
4.140.000 | 3.500.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.020.000 | 490.000 | 380.000 | 280.000
4.620.000 | 3.750.000 | 1.500.000 | 1.070.000 740.000 | 620.000 | 490.000 | 375.000
4.400.000 | 3.750.000 | 1.520.000 | 1.090.000 840.000 | 490.000 | 430.000 | 375.000
4.880.000 | 4.000.000 | 1.840.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 900.000 | 690.000 | 495.000
3.420.000 | 2.750.000 | 2.310.000 | 1.280.000 730.000 | 540.000 | 370.000 | 215.000
3.000.000 | 2.500.000 | 1.160.000 730.000 700.000 | 660.000 | 530.000 | 400.000
| 2:400.000 | 1.855.000 | 1.310.000 890.000 860.000 | 430.000 | 320.000 | 220.000
B Tengah 3.000.000 | 2.500.000 | 1.510.000 950.000 900.000 | 550.000 | 390.000 | 230.000
p Selatan 4.250.000 | 3.500.000 | 1.700.000 | 1.120.000 810.000 | 500.000 | 370.000 | 250.000
4.000.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | $50.000 | 430.000 | 310.000
4.000.000 | 2.750.000 | 2.600.000 | 1.800.C00 | 1.500.000 | 550.000 | 430.000 | 310.000
3.200.000 | 2.500.000 | 1.660.000 | 1.180.000 640.000 | 540.000 | 390.000 | 250.000
1.320.000 | 1.310.000 | 1.300.000 950.000 900.000 | 420.000 | 330.000 | 240.000
1.260.000 | 1.255.000 | 1.250.000 910.000 880.000 | 420.000 | 350.000 | 295.000
S © 4.820.000 | 3.750.000 | 1.840.000 | 1.170.000 960.000 | 530.000 | 400.000 | 275.000
L el 2.030.000 | 1.750.000 | 1.400.000 900.000 800.000 | 490.000 | 340.000 | 200.000
fiiemgzara 1.850.000 | 1.750.000 | 1.200.000 §50.000 800.000 | 480.000 { 330.000 | 195.000
3.000.000 | 2.500.000 | 1.210.000 790.000 680.000 | 540.000 | 370.000 { 200.000
3.110.000 | 2.500.000 | 1.540.000 970.000 600.000 | 470.000 | 360.000 | 255.000
| 2.850.000 | 2.500.000 | 1.660.000 | 1.060.000 750.000 | 460.000 | 420.000 | 380.000
| 2.750.000 | 2.170.000 | 1.590.000 | 1.100.000 970.000 | 790.000 | 550.000 | 325.000
3.750.000 | 3.000.000 ’ 1.330.000 890.000 690.000 | 380.000 | 310.000 | 250.000

I BUNGO




_AMPIRAN V :
FERATURAN BUPATI BUNGO
0 <] TAHUN 2017

TENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
NGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK
=TAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

Pejabat Negara/Pegawai Besaran Per Hari Keterangan
Luar Daerah Dalam Daerah

Bupati/Wakil Bupati Rp 250.000 Rp 150.000 Orang/Hari

| Pimpinan DPRD Rp 225.000 | Rp 125.000 St L

Anggota DPRD/Pejabat Rp 200.000 | Rp 100.000 Sl

Eselon IT A
Pejabat Eselon I B Rp 125.000 | Rp 50.000 Clrgmgy e
SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
: Maksimal
Pejabat Negara I Keterangan
Hari
. . Sudah termasuk
Bupati/Wakil Bupati Real Cost sopi¢ @m behen
bakar minyak
B TI BUNGO,

HURI




AMPIRAN VI
RATURAN BUPATI BUNGO
4. TAHUN 2017

ENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH
{dalam rupiah)

Tingkat Pegawai

Uraian

Gol A

Gol B

Gol C

Gol D

Gol E

Gol F

Gol G

Gol H

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

BUPATI BUNGO,




